PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BANTAENG
NOMOR : 7 TAHUN 1994

| TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSTHAN DAN PERTAKANAN KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II BANTARNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG
~ Menimbang : a. bahwa berhubung dengan semakin meningkatnya perkembange

pelaksanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Daerah Ting
kat II Bantaenq, maka perlu diiringi dengan usaha peningka-
tan pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan untuk menciptaka:
suasana Lingkungan yang bersih, Pertamanan dan Permakaman
yang tertata dan teratur yang perlu diatur dan ditangani

oleh suatu Dinas Daerah ;

. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Hegeri Homor
061/2022/8J tanggal 27 Mei 1994 tentang Pembentukan Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat 1I

“©

Bantaeng.

. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perin
ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukar
i Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 1922) ;
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemer-
~intahan di Daerah ( Lembaran neqara Tahun 1974 Homor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 } ;
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Dengan Persetujua
Bantaeng,

Menetapkap : PER
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- Undang-Undang Nomor 4 Tahyp 1982 tentang Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran negara Tahun 1982
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215 )

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (

Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 )2

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan

sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3353 ) ;

+ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Penyeleng-

garaan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Ting-
kat I1 ( Lembaran Negara Nomor 3497 1'%

Keputusan Menteri Dalae Negeri Nomor 37 Tahun 1993 tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dap Wilayah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang

Pedoman Organisasi Dinas Daerah H

» Keputusan Menterj Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 19993 tentang

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan 7
Instruksi Menterj Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

N Devan Pervakilan Rakyat Daerah Kabupatan Daerah Tihgkat II

NEMUTUSK AN
ATURAN DARRAH KABUPATEN DARRAN TINGKAT II BANTAENG TENTANG

PEHBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIAHAN DAN

PER

TAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal !

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Bantaeng ;

. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 1I
Bantaeng ;

. Dinas Daerah adalah Diras Kebersihan dan Pertamanan Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

- Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantaeng ;

- Kepala Seksi adalah Xepala Seksi pada Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

- Kepala 'rusan adalah Xepala Urusan pada Sub Bagiaa Tata
Usaha pada Dinas Rebersiahan dan Pertamanan Rabupaten Daerah
Tingkat II Bantaeng ;

- Kepala Sub Seksi adalah Kepala sub Seksi pada Seksi di Dinas
Kebersiahan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantaeng.
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BAR II
PEMBENTUKAN, KEDUDUXAN, TUGAS

POKOK DAN FUNG3I

Bagian Pertama
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuX Dinas ;

(2) Dinas adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang
Xebersihan dan Pertamanan ;

(3) Dinas dipimpin oleh seorang Xepala Dinas yang berada di
bavah dan bertangqung javab kepada Kepala Daerah ;

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada di bawah
Koordiansl Sekretaris Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Bantaeng ;

Bagian Kedua
Tugas Poxck
Pasal 3
Tugas Fokok Dinas adalah :

a. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di
Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang menjadi tanggung
javabnya ;

b. Melaksanakan tugas pembantuan vang diserahkan oleh
Kepala Daerah Kepadanya ;

C. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
Kepala Daerah ;

2agian Kedua
Fungsi
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada
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. permausan dan Kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan

dan pembinaan, nemberian Perizinan dan pelaksanaan
Kebersiahan sesnai denqgan Peraturan Perundang-undanqan

vang berlakn ;

. Palaksanaan fungsi berdasarkan dengan Peraturan Perun-

dang-nndangan yang berlaku ;

. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan

tugas pokoknya sesvai dengan kebijaksamaan yang ditetap-
tan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

3B I

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal §
Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

a, Kepala Dinas ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi - Seksi ;
d. Urusan - Urusan ;
e. Sub Seksi - Sub Seksi ;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
g. Kelompok Jabatan Fungsicnal.

Pasal &

. Sub Bagian Tata Usaha dimaksud dalam Pasal 5 sub b

terdiri dari :
a. Urusan Keuangan ;
b. Urusan Umun ;

€. Urusan Kepegawaian ;



(2).

(3.

5w

Sub Bagian Tata Usaha dinimpin oleh seorang Xepala Sub
Bagian vyang dalam welaksanakan tugasnya berada dibavah
dan bertangqung jawab kepada Kepala Dinas.

Urnsan-urusan vang dimaksnd ayat (1) Pasal ini masing-
masing dipimpin oleh seoranq Kepala Urusan yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
javab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

. Seksi-seksi vana dimaksnd dalap pasal § huruf ¢, terdiri

dari :
a. Seksi Operasicnmal ;

b. Seksi Pertamanan ;

. Seksi-seksi yang dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-

masing di pimpin olsh seorang Kepzla Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawvah dan bertanggung
jawab kepada Bagian Dinas.

Pasal 8

. Seksi Operasional terdiri dari :

a. Sub Seksi Kebhersihan Jalan dan Lingkungan ;
b, Sub Seksi Pengangkutan ;

c. Sub Seksi Penampungan dan Pemazfaatan Sampah ;

. Seksi Pertamanan, terdiri dari :

a. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan ;
b. Sub Seksi Pembangunan dan Pemaliharaan Taman g

¢. Sub Seksi Pemakaman.
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Pasal 9
Sub Seksi - 3ub Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1)

dan (2) pasing-sasing dipimpin oleh seorang kepala Sub Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertang-
gung jawab kepada Kepala Sekslinya masing-masing.
Pasal 10

{1). Inti Pelaksanaan Tekhnis Dinas dimaksud pada pasal 5§
huruf £ terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jjengjang
Jabatan Unit pelaksanaan tekhnis Dinas.

(2). Setiap Unit Pelaksana Tekhnis Dinas pada ayat (1) pasal
ini dipimpin oleh seorang Tenaga Tekhnis Senior yang
dituniuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung Javab kepada
Kepala Dinas.

(3}, Jumlah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas tersebut pada ayat
{1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan beban
kerja.

{4). Jenis dan Jengjang Jabatan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1). Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 5 huruf
g terdiridari sejumlah tenaga dalam Jengjang Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai
dengan keahliannya. '

(2). Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipim-
pin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah dan bertanggung Jawab kepada Kepala

Dinas.
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{3}. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal
ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
{(4). Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat
(1} pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 12
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantus dalam
lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.
Pasal 13
Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dapat ditunjuk Bendaha-
ravan Khusus dan Dinas.
BiB IV
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
Bagian Pertama
Uraian Tugas
Pasal 14

- Kepala Dinas :

(1). Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melak-
sanakan Tugas Pokok Dinas dan Kebijaksanaan Umur Kepala
Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan
perubahan kebijaksanaan tersebut pada ayat’ {1) pasal
ini, maka hal tersebut harus diajukan kepada Kepada
Daerah untuk mendapatkan Keputusan.
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Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha :

(1).

{2).

Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas memberikan
pelayanan Administrasi bagl seluruh satuan Rerja di
Lingkungan Dinas, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1)
pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyal fungsi
a. Melaksanakan Penqurusan Tata Usaha Dinas H
b. Melaksanakan Pengurusan Keuangan Dinas ;
C. Melaksanakan Pengurusan Kepegavaian Dinas s
d. Melaksanakan Pengurusan Perlengkapan Dinas ;
e. Melaksanakan Pengurusan Rumah Tangga Dinas ;

Pasal 16

Seksi Operasional :

{1}.

(2).

Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas pokok Dinas dalam bidang Kebersihan Jalan dan

Lingkungan, Pengangkutan Sampah, Penampungan dan Pemanfaa-

tan Sampah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini

Seksi Operasional mempunya fungsi :

a. Menyediakan tempat penampungan dan pembuangan ;

b. Melaksanakan Pembersihan Sampah pada tempat Umum,
Jalan  Umum dan Kompleks Pertokoan,  Kantor
Pemerintah/Instansi, Selokan serta Aliran Sungai dan
saluran-saluran ;

€. Melaksanakan ..............
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c. Melaksanakan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah
ketempat Pembuangan akhir baik Ibu Kota Kabupaten
maupun Ibu Kota Kecamatan dan Desa/Kelurahan ;

d. Menqupayakan Pemisahan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Pemusnahan Sampah ;
e. Memberikan Penyuluhan dan Bimbingan kepada Masyarakat
mengenai peningkatan Kebersihan Lingkungan ;
f. Memantau Pelaksanaan Pembuangan Air limba dari rumah.
Pasal 17

Seksi Pertamanan :
(1). Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas pokok Dinas dalam Bidang Pembibitan dan Penghi-
Jsuan, Perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Keinda-
han Tawan/Jalur hijau, mengelola Pemakaman Umum serta
menertibkan pemanfaatan pemakaman lainnya.

(2). Untuk menyelenggaraxan tugas tersebut pada -ayat (1)

Pasal ini Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengadaan Bibit tanaman dan pembibitan
serta melakukan penanaman pohon Penghijauan dan
Tanaman Hias untuk menciptakan Keindahan ;

b. Mengimpentarisir Taman-taman dan Daerah terbuka untuk
keperluan perencanaan Taman-taman dan jalur hijau ;

c. Melaksanakan Pembuatan Taman dan Jalur Hijau ;

d. Melaksanakan Pemeliharaan dan Peravatan Taman dén

Jalur Hijau ;

e. Menentukan ..... uls
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&. Menentukan Lokasi Pemakaman Usur dan pengelola Pema-

kaman Umum serta menertibkan pesanfaatan Pemakaman
lainnya ;

f. Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat mengenai
Pertamanan, Penghijauan dan Keindahan ;
g. Melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat
Tekhnis,
Bagian Kedua
Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
Pasal 18
Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Eempunyai tugas wmelaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah di Bidang Tekhnis sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan Dinas.
Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 19
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan Dinas.
Pasal 20
Uraian Tugas Sub Seksi dan Urusan dalam Lingkungan Dinas
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,
Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 21
(1). Kepala Dinas memimpin Sub Bagian dan Seksi yang berada
dibavahnya dalam arti wmengarahkan, memelihara dan

Bemajukan ..............
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pepajukan Organisasl dan menerapkan prinsif koordinasi,

Integrasi dan Sinkronisasi baik dala Lingkungan Dinas
maupun dalam hubungan antara Dinas dan Instansi lainnya.

(2). Setiap Pimpinan $atuan Kerja dalam Lingkungan Dinas yang
mengenai Urusan dan Sub Seksi, yang berada dibavahnya,
vajib memelihara kerja sama yang erat satu dengan yang
lainnya sebagai satu kesatuan Organisasi.

(3). Setiap Pimpinan Satuan kerja harus mematuhi petunjuk dan
Bimbingan serta bertangqung jawab kepada atasannya
wasing-masing dan selanjutnya menyampaikan laporan
berkala tepat pada vaktunya.

(4). Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan kerja
diolah dan diperqunakan sebagai bahan Penyusunan Laporan
lebih lanjut dan untuk pemberian petunjuk pelaksanaan
kepada bawahannya.

{3). Dalam menyampaikan Laporan masing-masing kepada Atasan-
nya, tembusan Laporan wajib disampaikan kepada Satuan
Kerja dan Satuan Organisasi lain yang secara Fungsional
Rempunyai hubungan Kerja.

Pasal 22

Dalam hal Kepala Dinas beihalangan melakukan tugasnya, maka

Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau seorang

Kepala Seksi untuk mevakili dengan memperhatikan Senioritas

Kepangkatan dan kemampuannya.
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BAR ¥
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JRARATAN
Pasal 23
(1). Repala Dinas, Repala sub Bagian dan Kepala Seksi diang-
kat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas
usul Kepala Daerah.

(2). Kepala Urusan dan Sub Seksi diangkat dan berhentikan
oleh Repala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAR VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24 y

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan
pasal 8§ ayat (5) huruf c, Peraturan Dae;ah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bantaeng ( Lembaran Daerah Nomor 2
tahun 1987 Seri D Nomor 2 ) dinyatakan tidak berlaku

lagi.
BAB VII
PERUTUP
Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalaa peraturan Daerah
uwﬂw ini akan diatur kesudian dengan Reputusan Kepala Daerah

sepanjang mengenai pelaksanaannya.

f . Pasal 26 ......... s
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Pasal Z@

Peraturan Daerah ini mulal berlaku sejak tanggal diun-
dangkan, agar setiap orang dapat mencetahuinya, memerin-
tahkan penqundangan Peraturan Daerah ini dengan penempa-
tannya dalae Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Bantaeng.
Ditetapkan di : Bantaeng
EV i 4
DE¥AN PERVWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DATI II BANTAENG
Cap /t t a

Drs. H.M. S

Disyahkan oleh Gubernur
Daerah Rabupaten Daerah Kepala Daerah Tingkat I
Tingkat II Bantaeng Nomor Sulavesi Selatan Nomor
tanggal 14 Nopember 1994 5K743/X1/1994 tanggal
13 Seri D Nomor 3 Tahun 1994 §-11-1994,

~Drs. H. MAPPATOBA. |

Pangkat : Pembinan Tk.I
NIP : 010 037 065
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KABUPATEN DRERAH
TK.I1 BANTAENG
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SUBUNAH ORGANISASI DAN TATA KERJR DINAS REZERSIHAN
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